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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

         Berdasarkan dengan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan di wilayah 

penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dengan prinsip 

akuntabilitas dan perencanaan yang baik. Pembangunan nasional dilaksanakan dengan 

sistem desentralisasi yang berpusat pada desa. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan 

keuangan desa yang berfokus pada pembangunan masyarakat desa baik dari segi 

infrastruktur maupun kesejahteraan desa. Pengelolaan keuangan Desa Pananggangan 

II belum memenuhi prinsip akuntabilitas dan perencanaan yang baik sebab ketiadaan 

bukti dalam transaksi keuangan serta ketiadaan perencanaan dan pelaksanaan yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. 

2. Pengelolaan keuangan di Desa Pananggangan II, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten 

Samosir dilaksanakan dengan perilaku oportunistik dari aparatur desa. Perilaku 

oportunistik terjadi pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban yaitu adanya 

ketidaksamaan pelaporan keuangan dengan realisisasi pembangunan atau adanya 

manipulasi terhadap laporan keuangan desa yang tidak tercatat (tidak akuntabel).  

3. Dampak dari perilaku oportunistik aparatur desa Pananggangan II, Kecamatan 

Nainggolan, Kabupaten Samosir dalam pengelolaan keuangan desa adalah kondisi 

pembangunan desa menjadi terhambat, serta adanya konflik antara masyarakat dengan 

aparat desa. 
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B. Saran 

       Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah dibutuhkan adanya 

pengawasan yang baik oleh masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa oleh aparatur 

desa. 

 

C. Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan penelitian ini adalah kurangnya dokumen dan data pendukung yang 

dimiliki narasumber dan informan sehingga penelitian menjadi tidak komprehensif 

menyentuh pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Kondisi Jalan Rusak di Desa Pananggangan II Samosir & Bukti Foto Kantor 

Desa tempat penelitian 
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